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BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI PASAR DAN
RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS MASA RETRIBUSI TAHUN 2015
SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN

Menimbang

Mengingat

DAMPAK EKONOMI AKIBAT BENCANA NON ALAM
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

DI KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERAUKE,

bahwa sehubungan dengan Kejadian Luar Biasa
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten
Merauke yang berdampak pada turunnya pendapatan
masyarakat sehingga beberapa wajib retribusi tidak dapat
melunasi tagihan Retribusi Pasar dan Rumah Dinas;

bahwa dalam rangka penanganan Piutang Retribusi Pasar
dan Retribusi Sewa Rumah Dinas serta untuk meringankan
beban wajib retribusi melaksanakan kewajibannya, serta
sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan
Retribusi perlu di buat instrumen kebijakan yang mengatur
tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Retribusi Pasar
dan Retribusi Sewa Rumah Dinas Masa Retribusi
Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati
Merauke tentang Penghapusan Sanksi Administratif
Retribusi Pasar dan Retribusi Pasar dan Retribusi Sewa
Rumah Dinas Masa Retribusi Tahun 2015 Sampai Dengan
Tahun 2021 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi
Akibat Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 di Kabupaten Merauke;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2907);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);

.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 34);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana (Lembaran Negara Tahun 2018
Nomor 34);

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);
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Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020
tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak
Wabah Virus Corona Disease 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/Menkes/
Per/X /2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus
(Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang menimbulkan
wabah dan upaya penanggulangannya,

Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 Nomor 7);




Menetapkan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 11
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2011 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Merauke Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018
Nomor 8);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor O
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke
Tahun 2014 Nomor 9J;

MEMUTUSKAN:

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF RETRIBUSI PASAR
DAN RETRIBUSI PASAR DAN RETRIBUSI SEWA RUMAH
DINAS MASA RETRIBUSI TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN
TAHUN 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
EKONOMI AKIBAT BENCANA NON ALAM PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN MERAUKE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Merauke.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Merauke.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Merauke.

6. Bidang Retribusi adalah Bidang Retribusi pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

7. Kepala Bidang Retribusi adalah Kepala Bidang Retribusi
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke.

8. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Pembayaran atas
Pelayanan Penyediaan Tempat/Fasilitas Pasar untuk
Kegiatan Usaha Perdagangan/Fasilitas lainnya dalam
Lingkungan Pasar yang dimiliki/dikelola Pemerintah.

9. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang
menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
Pemungut Retribusi Tertentu.
















